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POSISI E-GOVERNMENT PADA SMART CITY
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PERAN PEMERINTAH KOTA



Masalah TIK di Pemerintah Kota Bandung



Regulasi

1. Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk TIK
• Sasaran TIK

• Arsitektur Enterprise

• Roadmap Implementasi

• Tata Kelola Pelaksanaan dan Evaluasi TIK

• Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan TIK 

2. Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Data
• Pembagian Peran Pengelola Data

• Jenis dan Sumber Data

• Tahapan Pengelolaan Data

• Berbagi pakai Data

• Penyimpanan dan Pemusnahan Data

• Sumber Daya Manusia

• Kerjasama dan Kemitraan

• Monitoring dan Evaluasi

• Insentif dan Disinsentif

• Pembiayaan

3. Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola TIK
• Perencanaan dan Pengaturan

• Pembangunan, Pengembangan dan Pengoperasian

• Pelayanan dan Dukungan

• Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian

• Organisasi dan Tanggung Jawab Pengelolaan

• Sumber Daya Manusia

4. Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Menara
Telekomunikasi (Perubahan)
• Menara telekomunikasi (eksisting dan baru)

• Penggelaran kabel fiber optik;

• Penempatan lokasi dan standarisasi tiang microcell

Pedoman / Standar

• Standarisasi Pengembangan Sumber Daya TIK

1. Hardware dan Software

2. Website

3. Domain

4. Email

5. Medsos

6. Aset Software dan Hardware

7. Penggunaan Aplikasi

8. Pengembangan Aplikasi

9. Pembangunan Aplikasi

10. Dokumen Pembangunan Perangkat Lunak

11. Pengujian Sistem

12. Manual Book

13. Bahasa Pemrograman dan Database

14. Integrasi Sistem

15. SSO

16. Keamanan Jaringan

17. Kompetisi keahlian SDM

SOP

1. SOP Pengajuan

2. SOP Pembangunan

3. SOP Pengembangan

4. SOP Pendampingan

5. SOP Interkoneksi/Integrasi Data

6. SOP Change Request

7. SOP Help Desk

8. SOP Interkoneksi Jaringan

9. SOP Evaluasi Pengembangan SI

10. SOP Keamanan Informasi



Hubungan Regulasi TIK



PERUMUSAN TATA KELOLA TIK
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SASARAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR

1338 TAHUN 2017 TENTANG

TATA KELOLA TIK

a. Menciptakan standardisasi dalam Tata Kelola TIK

di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; 

b. Mengendalikan sistem TIK spesifik pada

setiap Perangkat Daerah; 

c. Menghubungkankomponen TIK antar

Perangkat Daerah; dan

d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

di bidang pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi dan

kompetensi yang telah ditentukan. 



PERATURAN NOMOR 1338 
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Master plan 

TIK

• Perencanaan TIK

• Pembangunan TIK

• Pengembangan TIK

• Pengoperasian TIK



LEMBAGA
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Organisasi

• Keadaan SI/TI saat ini
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STRATEGI IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA TIK 




